BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

: 1.

KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan
Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai
Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia
Nomor 2755);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4206);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang.......
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Presiden.......... 3
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada
Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1399);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor(1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 972);

24. Peraturan........... 4
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) Dan Dampaknya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019
(Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 825);

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan
Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2022 Nomor 03 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

[a—

. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Bungo.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bungo.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat
oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan
atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk
upaya yang Dberisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personal (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp1.172.381.925.890.- (Satu triliun seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus
delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus
sembilan puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.
b.
C.

(1)

Pendapatan asli daerah;
Pendapatan transfer; dan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp170.366.361.427,-(Seratus tujuh puluh
milyar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu
empat ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak daerah;.

b. retribusi daerah;

c. hasil..........
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c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp57.968.319.064,-(Lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam
puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu enam puluh empat
rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp9.034.466.524,- (Sembilan milyar tiga puluh empat
juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat
rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.774.113.617,-
(Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga belas ribu
enam ratus tujuh belas rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (5) Lain-lain Pendapatan....... 6
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.589.462.222,-(Sembilan puluh
empat milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam
puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp1.249.990.346.530,- (satu triliun dua ratus empat puluh Sembilan milyar
Sembilan ratus Sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima
ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a
direncanakan sebesar Rp950.001.421.352,- (sembilan ratus lima puluh milyar
satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah),
yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja subsidi;

d. belanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp558.229.101.886,- (Lima ratus lima puluh delapan milyar dua
ratus dua puluh Sembilan juta seratus seribu delapan ratus delapan puluh
enam rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp351.827.519.478,- (Tiga ratus lima puluh satu
milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu
empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh milyar).

(5) Belanja.......... 7
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(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp39.194.799.988,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan
puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
delapan puluh delapan rupiah).

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar RpO,- (Nol).

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp77.824.148.883,- (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh
empat juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh
tiga rupiah), yang terdiri dari:

a. belanja modal tanah.

b. belanja modal peralatan dan mesin.

c. belanja modal bangunan dan gedung.

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dims
direncanakan sebesar RpO,- (Nol).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp19.396.419.061,- (Sembilan belas milyar
tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan belas ribu enam
puluh satu rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp18.978.518.771,- (Delapan belas milyar
sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh
ratus tujuh puluh satu rupiah).

(5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.853.113.661,-(Tiga puluh enam
milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus
enam puluh satu rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp2.596.097.390,- (Dua milyar lima ratus
sembilan puluh enam juta Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan
puluh rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
direncanakan sebesar Rp14.075.963.693,- (empat belas milyar tujuh puluh lima
juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga
rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp208.088.812.602,- (Dua ratus delapan milyar delapan puluh delapan juta
delapan ratus dua belas ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas;

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.246.462.502 (lima milyar dua ratus empat puluh
enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).

(3) Belanja...... 8
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Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp202.842.350.100,- (dua ratus dua milyar delapan
ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, yang terdiri atas:

a.
b.

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(2)

(1)

(2)

(1)

1.

huruf a direncanakan sebesar Rp82.608.420.640,- (Delapan puluh dua milyar
enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus empat
puluh rupiah).

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima milyar rupiah).

Pasal 12

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp77.608.420.640,-) (Tujuh puluh
tujuh milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu enam
ratus empat puluh rupiah).

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiyaan direncanakan sebesar Rp77.608.420.640,- (Tujuh
puluh tujuh milyar enam ratus delapan juta empat ratus dua puluh ribu
enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan,;

Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Batuan Sosial;

Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Batuan Keuangan Bersifat Umum dan BersifatKhusus;

Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran......... 9
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Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi’ Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiata, Kegiatan Kelompok, Jenis,
Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan,;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR



